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I. UMUM

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja
Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Namun, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
kadang kala ditemukan kendala yang disebabkan oleh beberapa hal,
antara lain: perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang kurang baik,
pengesahan anggaran yang terlambat, tidak segera dilaksanakannya
pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga belum
meratanya kompetensi dari Pengelola Pengadaan.

Kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah
satunya dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam
proses pelaksanaannya. Pemanfaatan teknologi informasi selain
bertujuan untuk memperingan beban Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah juga bertujuan untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Inovasi terhadap metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diperlukan dalam pelaksanaan percepatan belanja Pemerintah,
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khususnya terhadap Barang/Jasa yang secara luas dibutuhkan oleh
Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk
mengakselerasi pertumbuhan Katalog Elektronik baik dari segi
kuantitas maupun varian Barang/Jasa.

Melalui penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, serta inovasi dalam metode pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dimaksud, diharapkan pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mendorong peningkatan
belanja Pemerintah yang berdampak positif pada pembangunan Negara
dan peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Cukup jelas

Angka 2

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini,
hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap
anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bagi K/L/D/I yang belum atau tidak memiliki LPSE
dapat menyampaikan melalui LPSE terdekat.

Huruf e

Cukup jelas

www.peraturan.go.id



No.56553

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/
Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu
alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-
sama dengan PPK mengajukan masalah
perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA
untuk mendapat pertimbangan dan keputusan
akhir.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Huruf h

Angka 1

Dalam hal penetapan Penyedia Barang/Jasa
tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan
penting, Pejabat Pengadaan bersama-sama
dengan PPK mengajukan masalah perbedaan
pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk
mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas
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Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perubahan spesifikasi pekerjaan diusulkan
berdasarkan berita acara pemberian penjelasan.

Ayat (4)

Anggota Kelompok Kerja ULP yang berasal dari instansi
lain adalah anggota Kelompok Kerja ULP yang diangkat
dari K/L/D/I lain karena di instansi yang sedang
melakukan Pengadaan Barang/Jasa tidak mempunyai
cukup pegawai yang memenuhi syarat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Tenaga ahli tidak ikut terlibat dalam penentuan
pemenang Penyedia Barang/Jasa.

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia
Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-
undangan dibidang pekerjaan konstruksi,
perdagangan, kesehatan, perhubungan,
perindustrian, migas, dan pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas
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Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket
(SKP) adalah sisa pekerjaan yang dapat dikerjakan
oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam waktu
yang bersamaan.

Huruf k

Untuk memastikan suatu badan usaha tidak dalam
keadaan pailit, Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan mencari informasi dengan cara antara
lain menghubungi instansi terkait.

Untuk mempercepat pekerjaan Kelompok Kerja
ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa
cukup membuat pernyataan, misalnya bahwa
Penyedia Barang/Jasa tidak dalam keadaan pailit
atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan/
Direksi untuk dan atas nama perusahaan tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana.

Huruf l

Kewajiban Perpajakan Tahunan terakhir dipenuhi
dengan penyerahan SPT Tahunan.

Huruf m

Cukup jelas
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